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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR       TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR LEMBAGA KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang
	:
	Era Society 5.0, tantangan semakin komplek mengingat generasi Alpha sangat akrab dengan dunia digital, namun rentan terhadap krisis nilai, Diperlukan strategi penguatan karakter yang relevan dan adaptif terhadap karakteristik Generasi Alpha. Tidak hanya kompeten secara digital, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor  Tahun 2025 tentang Struktur Lembaga Kebudayaan Kabupaten Sumedang;

	
	
	

	Mengingat 
	:
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); 
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran  Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidangkebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Lembaga Adat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014                               Nomor 15 Seri E); 
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang  Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum  (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum  (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E); 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 7); 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1);
17. Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 400.6.2.3/KEP.447-DISPARBUDPORA/2025 tentang Pengukuhan Dewan Kebudayaan Sumedang Masa Bakti 2025-2030

	
	
	

	
	
	MEMUTUSKAN:

	
	
	

	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI NOMOR  TAHUN 2025 TENTANG  TENTANG LEMBAGA KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG.

	
	
	

	
	
	BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa.
7. Kelurahan adalah merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab kepada camat. 
8. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. 
9. Budaya Sunda adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya masyarakat Sunda, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya, yang diyakini dapat memenuhi harapan dan kebutuhan hidup masyarakat Sunda. 
10.  Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. 
11. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. 
12. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.  
13. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan, secara terencana, terpadu dan terarah. 
14. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. 
15. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. 
16. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.  
17. Bahasa adalah Objek Pemajuan kebudayaan yang berupa sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat antara lain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. 

18. Seni adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis kreatifitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. 
19. Tradisi Lisan adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. 
20. Adat Istiadat adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
21. Kebijakan adalah adalah konsep yang menjadi dasar dalam mencapai tujuan Sumedang Puseur Budaya Sunda. 
22. Strategi adalah program yang perlu dilaksanakan dalam mencapai tujuan Sumedang Puseur Budaya Sunda.
23. Pranata Kebudayaan adalah institusi yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat secara khusus yang didalamnya terdapat norma-norma dan peraturan berdasarkan Adat Istiadat guna memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang kompleks dalam bermasyarakat, meliputi lembaga adat, lembaga pengelola kebudayaan, komunitas Kebudayaan, komunitas adat dan keraton. 
24. Keraton adalah organisasi kekerabatan yang dipimpin oleh Raja/Sultan/Panembahan atau sebutan lain yang menjalankan fungsi sebagai pusat pelestarian dan pengembangan adat budaya dan nilai-nilai sosial budaya yang terkandung di dalamnya, serta mengayomi lembaga dan anggota masyarakat.
25. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah seniman, maestro, pialang budaya, dan pemangku adat. 
26. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
27. Rekonstruksi Budaya adalah Strategi pemajuan objek Kebudayaan yang terkait dengan pengembalian nilai budaya, objek budaya, Pranata Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan seperti semula atau penyusunan/penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. 
28. Revitalisasi Budaya adalah Strategi pemajuan objek Kebudayaan yang menyangkut seluruh organ budaya yang dibutuhkan untuk memuliakan kehidupan kemanusiaan, didalamnya termasuk ketertaatan nilai budaya seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. 
29. Reaktualisasi Budaya adalah Strategi pemajuan obyek Kebudayaan yang terkait dengan nilai-nilai budaya yang mengarah pada proses, cara, perbuatan untuk penyegaran kembali dan pembaharuan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat sejalan dengan tuntutan dan perubahan. 
30. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. 
31. Komunitas Kebudayaan, adalah sekumpulan orang yang melakukan aktifitas di bidang budaya.  
32. Komunitas Adat adalah sekumpulan masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat secara turun temurun. 
33. Kampung Sunda adalah satu wilayah yang merepresentasikan nilai-nilai luhur masyarakat dan atau unsur-unsur Budaya Sunda.
34. Dewan Kebudayaan Sumedang yang selanjutnya disingkat DKS adalah sebuah badan yang beranggotakan unsur tokoh masyarakat, budayawan, dan Keraton Sumedang Larang sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemeliharaan, Pengembangan, Pemanfaatan Pembinaan Kebudayaan Sunda. 
35. Puseur adalah bahwa setiap gagasan, perilaku dan karya warga masyarakat Sumedang berdasarkan pada nilai-nilai luhur Budaya Sunda yang telah berlaku dan dilaksanakan bertahun-tahun secara turun temurun oleh warga masyarakat Sumedang. 
36. Sumedang Puseur Budaya Sunda yang selanjutnya disingkat SPBS adalah sebuah Kebijakan inovatif untuk melestarikan, memuliakan, mengembangkan Budaya Sunda di Kabupaten Sumedang yang dilakukan secara sistematis dengan menjadikan Budaya Sunda sebagai instrument dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangungan, dan kemasyarakatan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu sebagai landasan moral, etik serta titik tolak berbagai Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten.

	
	
	

	
	
	
BAB II
Kelembagaan
Pasal 2
Lembaga Kebudayaan terdiri dari, Keraton Sumedang Larang, Dewan Kebudayaan Sumedang, Paguyuban Kabupaten Sumedang, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Desa, dan Komunitas Kebudayaan
(1) Keraton Sumedang Larang merupakan Simbol kebudayaan bernuansa keraton dalam rangka pelestarian dan pewarisan kebudayaan
(2) Dewan Kebudayaan Sumedang merupakan mitra pemerintah dalam pengambilan Kebijakan dan kurasi Potensi Budaya Daerah
(3) Paguyuban Kebudayaan Sumedang merupakan koordinator paguyuban yang ada di tingkat kecamatan
(4) Lembaga Kemasyarakata Kebudayaan, adalah Lembaga kemasyarakan yang bergerak di bidang kebudayaan yang dibentuk berdasarkan keputusan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(5) Lembaga Adat Desa merupakan Lembaga Adat yang berkedudukan di tingkat Desa dan dibentuk berdasarkan Peraturan Desa.
(6) Komunitas budaya merupakan perkumpulan para pelaku budaya baik sanggar, padepokan, dan komunitas dengan sebutan lainnya. 

Pasal 3
(1) Keraton Sumedang Larang bersama pemerintah daerah melaksanakan perlindungan dan pengemban kebudayaan dalam rangka upaya pelestarian dan pewarisan
(2) Dewan Kebudayaan Sumedang membantu pemerintah daerah dalam inventarisasi dan kurasi potensi kebudayaan, serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan terhadap objek pemajuan kebudayaan
(3) Paguyuban Kebudayaan Sumedang, merupakan koordinator untuk menghimpun data potensi kebudayaan berdasarkan informasi dari Lembaga Adat Desa yang ada di wilayah kecamatan masing masing, monitoring aktifitas kebudayaan dan melaporkannya ke Pemerintah darah melalui Dewan Kebudayaan Sumedang.
(4) Lembaga Kemasyarakan Kebudayaan, melakukan fungsi mekoodinasikan aktifitas kebudayaan serta mengharmonisasi antar sesame pelaku budaya yang terikat dalam struktur keanggotaan oganisasi. 
(5) Lembaga Adat Desa, membantu pemerintah di tingkat desa untk menginventarisasi potensi kebudayaan dan pranata kebudayaan da menyampaikannya ke paguyuban kebudayaan sumedang
(6) Komunitas Budaya, merupakan pranata kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di wilayah desa masing masing dalam memanfaatkan potensi kebudayaan.

BAB III
Hubungan Tata Kerja antar Lembaga Kebudayaan
Dalam aktivasi kebudayaan di kabupaten sumedang, maka alur kerjanya sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Karaton Sumedang Larang melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengembangan aktivasi kebudayaan;
(2) Dewan Kebudayaan Sumedang (DKS) memberikan laporan dan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aktivasi kebudayaan serta memberikan arahan dan pembinaan kepada Paguyuban Kebudayaan Sumedang;
(3) Paguyuban Kebudayaan Sumedang melaksanakan koordinasi konsultasi dan pelaporan kepada Dewan Kebudayaan Sumedang dan memberikan arahan dan masukan kepada Lembaga Adat Desa;
(4) Lembaga Kemasyarakatan Kebudayaan mengkoordinir pelaku kebudayaan dan melakukan koordinasi konsultasi kepada Dewan Kebudayaan Sumedang;
(5) Lembaga Adat Desa mengkoordinir komunitas kebudayaan dan menginventarisir serta menyampaikan data kebudayaan kepada Paguyuban Kebudayaan Sumedang dan menggerakkan para penggiat budaya yang ada di wilayah desa;
(6) Komunitas Kebudayaan melakukan pengembangan kreativitas budaya sesuai dengan bidangnya.

Struktur Kelembagaan
Pasal 5
(1) Keraton Sumedang Larang struktur kelembagaannya disesuaikan dengan system kekeratonan; 
(2) Dewan Kebudayaan Sumedang di dalam melaksanakan fungsinya dibagi menjadi Ketua Umum, Sekretaris Ketua -ketua Bidang, yakni Bidang Tradisi Lisan, Bidang Manuskrip, Bidang Adat Istiadat, Bidang Ritus, Bidang Pengetahuan Tradisional, Bidang Teknologi Tradisional, Bidang Seni, Bidang Bahasa, Bidang Permainan Rakyat, Bidang Olahraga Tradisional dan Bidang Cagar Budaya;
(3) Paguyuban Kebudayaan Sumedang dalam melaksanakan tugasnya memiliki struktur Koordinator, Sekretaris dan Anggota;
(4) Lembaga Kemasyarakatan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya memiliki struktur ketua, sekretaris, bendahara dan anggota;
(5) Lembaga Adat Desa dalam melaksanakan tugasnya memiliki struktur Ketua, sekretaris dan anggota;
(6) Komunitas Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya memiliki struktur Pimpinan dan anggota.


BAB IV
Pengembangan Nilai Nilai Budaya Sunda.
Pasal 6
(1) Nilai-nilai yang dapat diimplementasikan yakni Panca Waluya;
(2) Penanaman nilai-nilai Dasa Marga Raharja;
(3) Nilai keluhuran budi umat manusia yakni, sirna ning cipta, sirna ning rasa, sirna ning karsa, sirna ning karya, sirna ning diri, sirna ning hurip, sirna ning wujud, sirna ning dunya dan sirna ning hirup.











	
	
	BAB V
KETENTUAN PENUTUP

[bookmark: _GoBack]Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(1) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Ditetapkan di Sumedang 
pada tanggal   

BUPATI SUMEDANG,



DONY AHMAD MUNIR
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